
BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR O2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakanumum APBD, keadaan

yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun

anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014,



Mengingat

10.

hai berdanarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran
wab.

2014:

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat !
Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan5.
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4844),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049),
|

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 142, Tamabahan Lembaran Negara nomor 5517),
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16.
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18.

19.

21.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 142, Tamabahan Lembaran Negara nomor 5547):
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46),
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737):
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5155):
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310):
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22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tendan Belanja D Tahun
un tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

C

Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 690) :Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 631:Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor O1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107),
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Matuku Tengah Tahun 2013 Nomor 159),
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 163):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal1
Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 1 152.868.762.000

Anggaran Pendapatan 1.203.834 928.000 rincian
bertambah umlah Rp. 50.966.166.000 ,- Sehingga menjadi
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1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.152.868.762.000.-
b. Bertambah Rp. 50.966.166.000.-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.203.834.928.000.-

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.155.874.467.000.-
b. Bertambah Rp. 127.803.413.000.-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.283.677.880.000.-
(Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 79.842.952.000.-)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 3.005.705.000.-
2) Bertambah Rp. 81.837.247.000.-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 84.842.952.000.-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. O.-
2) Bertambah Rp. 5.000.000.000.-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000.-
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 79.842.952.000.-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0 O.-
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1

1) Semula Rp. 36.74.878.000.-
2) Bertambah Rp. 34.186.721.500.-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 70.761.599.500.-

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 979.895.540.000.-
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 9.473.900.000.-

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 989.369.440.000.-

Cc. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 136.398.344.000.-
2) Bertambah Rp. 7.305.544.500.-

E

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 143.703.888.500.-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Pendapatan :

a. Pajak Daerah
1) Semula Rp. 8.033.249.000.-
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. ob

O.-
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 8.033.249.000.-

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 24.141.629.000.-

2) Bertambah Rp. 34.186.721.500.-
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 58.328.350.500.-

/
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1) Semula Rp. 700.000.000.-

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. O.-
JumlahHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 700.000.000.-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 3.700.000.000.-
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. O.-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah setelah Perubahan Rp. 3.700.000.000.-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula Rp. 33.442.078.000.-
2) Bertambah Rp. 9.473.900.000.-

Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah Perubahan Rp. 42.915.978.000.-
b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 818.638.632.000.-

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0.-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 848.638.632.000.-

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 97.814.830.000.-

Bertambah/ (Berkurang) Rp. O.-2
Jundahhama Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. ,97.814.830.000.-

r
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(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 7.000.000.000.-
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0.-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. ..7.000.000.000.-

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 129.398.344.000.-
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 129.398.344.000.-

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 0.-

2)Bertambah Rp. 7.305.544.500.-
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
setelah Perubahan Rp. 7.305.544.500.-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 726.733.005.000.-

2) Bertambah Rp. 42.707.709.445.-
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 769.440.714.445.-
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b. Belanja Belanja Langsung
1) Semula Rp. 429.141.462.000.-
2) Bertambah Rp. 85.095.703.555.-

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 514.237.165.555.-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
|

1) Semula Rp. 690.763.245.000.-
2) Bertambah Rp. 32.809.378.845.-

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 723.572.623.845.-

b. Belanja Subsidi
1) Semula 2.035.830.000.-Rp
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. — 0.-

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 2.035.830.000.-

c. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 6.759.000.000.-

2) Bertambah Rp. 4.739.220.000.-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 11.498.220.000.-

d. Belanja Bantuan Sosial
Rp. 3.760.000.000.-

1) Semula
2) Bertambah Rp. — 2.008.000.000.-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 5.768.000.000.-
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c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1) Sem
2 nga Ta am

Rp. 13.414.930.000.-

5
rtam

Dgani
Rp. 461.977.000.-

sumlah
e
anja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/

ota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp. 13.876.907.000.-

f. Belanja Tidak Terduga

»
Semula Rp. 10.000.000.000.-
Bertambah

|

Rp. 2.689.133.600.-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 12.689.133.600.-

a
ib

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 33.826.152.000.-

2) Bertambah Rp. 21.538.578.600.-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 55.364.730.600.-

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 186.312.126.300.-

2) Bertambah Rp. 28.119.095.000.-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 214.431.221.300.-

c. Belanja Modal
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 209.003.183.700.-
Rp. 35.438.029.955.-

Rp. 244.441.213.655.-

Page 10of 13



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 84.842.952.000.-

1) Semua Rp. 3.005.705.000.-

1

2) Bertambah Rp. 81.837.247.000.-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan Rp. 84.842.952.000.-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000.-
1) Semula Rp O.-
2) Bertambah Rp. 5.000.000.000.-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000.-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 84.842.952.000.-

1) Semula Rp. 3.005.705.000.-
2) Bertambah Rp. 81.837.247.000.-

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
setelah Perubahan | Rp. 84.842.952.000.-

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0.-
1) Semula Rp. O.-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. O.-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah Perubahan Rp,oo. 0-
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 5.000.000.000.-
1) Semula Rp. O.-
2) Bertambah Rp. 5.000.000.000.-

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000.-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri dari :

1.
2.
3.

N
G

Lampiran 1

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

. LampiranVI
Lampiran VII

Ringkasan Perubahan APBD:
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan:
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan,
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan,
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan

. Lampiran IX
kembali dalam tahun anggaran ini,
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.9.
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Pasal 6

uUpati menetapkan Peraturan B tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 12 September 2014

Diundangkan di Masohi

pada yangkal 12 September 2014

SEKR DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,

b

UMARELLA IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 165
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BUPATI MALUKU TENGAR. ff

TUASIKAK ABUA

NH


